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DENGAN
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TENTANG
PENYIARAN ADLIAS RELAAS PANGGILAN

Nomor : 2372RRI-BNA/KU.03.02/06/2025

Pada hari Kamist tanggal Sembitan Juli tahun dua ribu dua pulub lima beriempat di Banda Acch,
kami yang bertanda tangan dibawah iof :

Nama : Drs Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si.
Jabatan: Kcpala LPP RRI Banda Acch
Alamat : Jalan Iskandar Muda No.13 Banda Acch

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Acch-dalmn perjanjian ini discbut
sebagai PINAK PERTAMA dan:

Nama :Nasruddin
Jabatan : Jurusita Mahkamah Syar'iyab Aceh Singkil
Alamat ; Jalan Singkll Rime Km 20 Aceh Singkil

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Syar'lyah Acch Singkil dalam perjanjian ini
disebut sebagai PIHIAK KEDUA.

PIRAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sclanjutnya dlscbt PARA PIHAK dalam
kedukukannya discbut sepenl tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan dirl dalam kerjasama
yang diatur sebagai berikut ;

Pasal 1
RUANG LINGKLP KERIASAMA

PARA PIHAK scpokat mctakukan kerjasama dalam penyclenpggarsan kerjasama Jasa Penyiaran
periode tanggal 10 Juli dan 14 Juli 2025 yang disiarkan melalui FM 922 Mz SP Singkil

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBANPARAPIHAK

()] PIHAI:;. PERTAMAberhak menerima perubayaran Jasa Penyiaran sehagaimana diatue Pasal |
(satu) diatas;

(2) PIHAK PERTAMA berhak menenima Materi Sisp Siar; Jika diproduksi olch PIHAK KEDUA;

(3) PTHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Wakiu Penyiaran, Sural penagihan
(Spn). Billing Simponi dan bukei siar paling lama 3 (tiga} hari/kalender setelah masa siar dan
menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundzan waktu siar dikarcnakan
adanya pcristiwa kencgaraan Pertatanan dan Keagamaan. Sosial Budaya, Keagamaan,
Kebencanaan, Kemanusiaan senta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan
melampickan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;

“) IP(]I}EMK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pemhayaran dari PIHAK,

DUA;

(5) PIHAK KEDUA berhak mcndapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surst Penagihan (SPn),
Billing Simponi dan Bukti Siar paling fama 3 (tiga} bari kalender sctclah penyiaran terakhir
disiarkan;

(6) PIHAK KEDUA berkewajibam  mclakukan pembayaran techadap  Jasa  Penyiaran
sebagaimana diatur Pasal 1 (satu); :

-




(7) PINTAK EEDUA berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
persen) perbulan dari sisa hutang, schagai akibat dari yang belum dibayamnyn kewajitan
PHIAK KEDUA soaual surat penagihan yang disampaikan olch PIHAK PERTAMA

Paswal )
CARA PEMBAYARAN

Pembayarun dilakukan dengan carn menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Dilling
Simponi yang diterbitkan RR1 Banda Acch.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 9 Jull 2025 dan berabhie pada tanggal 15 Juli 2025
(2) PINAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tign) hari kalender
setelah masa jatuh tempo penyinmn

Pasal §
TARIF

(1) Tarif PNBE yang berlaku atas kerjasama PPenylaran mengacu pada Lampiran I'eraturan Dirckiur
Utama LPI* RRI Nomor 05 tahun 2023 tentang besaran, persyartan dan tala cam pengenaan tarif
dan jenis PNBP
A. Jasa Penyinran :

0. Adlibs reguler time schanyak 3 kall slar : 3 x 40.000 = Rp 120.000,-
(2) Total pengenaan Tarif Jusa penyiamn sehesar Rp 120,000 (seratus dua puluh ribu ruplah)
(3) Tatn cara 'embayaran Jasa Penylarun mengacu hepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

(1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lamhat pada saat jatuh tempo sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA yany tidak melakukan pembayaran PNBI* Terutang sampai dengan jatuh tempo
dikenal sanksi administrasi. Berupa dendn schexar 2%% (dua persen) perbulan dari jumlah PNDIP
terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh

(3) Sanksi odministrasi berupa denda dikenakon untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empar)
bulan

Patal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCFE. MAJEURE)

(1) Kendoan Kahar (force majeurc) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi,
Badal, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Harn, Perang, Makar, Kerusuhan,
Perselisihan  Buruh, Pemogokan, Kcebijnkan Maoncter, ynng herpengaruh  langsung  pada
pelaksanaan perjanjian Ini.

(2) Tidak satwpun PIIAK dikenal tanggung jawab untuk memenuhi kewnjitan berdasarkan
perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah ntau tertunda pelaksanaannya olch
keadnan Kahar (force majeure).



Pusal ¥
PENUTUP

(V) Hal yang belum tereantum dolam Kerjasmma ini okan dintur kemudion dengan kescpakatan
rara plhak dalam bentuk Adendum, dan merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari
herjasuing i,

(@) Dalam hal tejodinyn permasakahon, okan  disclesalkon dengin carn musyawarah dan
mufakat, namun apabila tidak terjadi mufokat akan disclesalkan di Pengadilan selempal.

Demikian Perjonjian kerjusama ini dibuat dolom rngkap 2 (dus), masing-masing rangkep
ditandatangani olch Para Pihak dan memilikl kekuatan hukum yang sa




